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KABUPATEN LABUHANBATU, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, 

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA 

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LABUHANBATU TAHUN 2020. 

 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c, huruf d, dan 

huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang, maka KPU Kabupaten Labuhanbatu bertugas dan berwenang 

untuk menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten 

Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

tahun 2020, serta menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk 

setiap tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan membentuk PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati tahun 2020 sesuai dengan wilayah kerjanya. bahwa 

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen 

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau 

Walikota Dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten Labuhanbatu 

menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang pedoman 

teknis tata kerja KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK, PPS, dan KPPS pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020. 

 

 



Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu ini adalah 

: Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan 

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1092). Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 

15 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898). 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan 

Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan 

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320). Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. 

 

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tentang : menetapkan 

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 

Labuhanbatu, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Labuhanbatu Tahun 2020. 

 

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu ini berlaku sejak tanggal 

ditetapkan Tanggal 10 Januari 2020 

- Lampiran 30 halaman 

 

 

 

 

 

 


